
 
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR  

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 
NOMOR  46  TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN 

SOSIAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 
administrasi hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan sistem 
elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring 
dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan 
Sosial; 

b. bahwa dalam pelaksanaannya, sistem elektronik 
sebagaimana dimaksud huruf a kurang dapat 
memberikan kemudahan dan efisiensi bagi calon 
penerima hibah dan bantuan sosial dalam pengajuan 
usulan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 
memberikan kemudahan bagi penerima hibah dan 
bantuan sosial dalam menyampaikan usulan surat 
permohonan belanja hibah dan belanja bantuan 
sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang   
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan 
Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2021 Nomor 16); 
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  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 

2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN 
SOSIAL. 
 

  Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi 
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16), diubah 
sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 47 
(1) Calon penerima belanja hibah dan belanja bantuan 

sosial menyampaikan usulan berupa surat 
permohonan belanja hibah dan belanja bantuan 
sosial secara elektronik melalui situs web 
Pemerintah Daerah sesuai panduan aplikasi yang 
telah ditentukan. 

(2) Apabila penyampaian usulan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
dilaksanakan, penyampaian usulan dilakukan 
secara manual. 

 
  2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 48 

(1) Bupati membentuk sekretariat belanja hibah dan 
belanja bantuan sosial yang berkedudukan pada 
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Situbondo, yang anggotanya terdiri dari : 
a. Unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah; 
b. Unsur dari Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Persandian; 
c. Unsur dari SKPD yang melaksanakan 

pemberian belanja hibah dan belanja bantuan 
sosial. 

(2) Sekretariat belanja hibah dan belanja bantuan 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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(3) Sekretariat belanja hibah dan belanja bantuan 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas : 

a. menerima usulan belanja hibah dan belanja 
bantuan sosial secara manual atau elektronik; 

b. meneliti dan melakukan verifikasi 
kelengkapan administrasi usulan belanja 
hibah dan belanja bantuan sosial yang 
disampaikan secara manual maupun secara 
elektronik dalam aplikasi di situs web 
Pemerintah Daerah; 

c. menyampaikan usulan belanja hibah dan 
belanja bantuan sosial yang telah lengkap 
kepada Bupati; dan 

d. menyampaikan usulan yang telah didisposisi 
Bupati untuk diteruskan kepada SKPD yang 
membidangi. 

 
  Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 29 Agustus 2023 
 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

 

KARNA SUSWANDI 

 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 29 Agustus 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

 

WAWAN SETIAWAN 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 46  

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


